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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo 

telah dilaksanakan secara baik namun belum optimal dilihat dari aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Realitas dilapangan didapati berbagai 

macam persoalan persoalan yang melingkupinya yang berakibat pada 

kurangnya peminat untuk menjadi anggota KPPS di Kota Gorontalo. 

Disamping itu persyaratan untuk menjadi seorang KPPS yang bertugas kurang 

dari satu bulan dianggap oleh sebagian masyarakat sulit untuk dipenuhi, 

ditambah lagi dengan kompensasi honor yang tidak sebanding dengan beban 

kerja dan tanggung jawab yang diemban. 

2. Faktor determinan implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di 

Kota Gorontalo dilihat dari aspek empat aspek yakni : pertama, komunikasi 

masih kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang 

kurang memiliki akses informasi terkait dengan pembentukan KPPS di 

wilayah kelurahan masing-masing se Kota Gorontalo. Aspek kedua, sumber 

daya manusia PPS yang bertugas untuk melakukan proses seleksi relatif 

kurang memadai ditambah lagi dengan sumber anggaran yang belum 

proporsional. Aspek ketiga, sikap pelaksana yang cenderung pasif dan kurang 
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proaktif dalam menyebarluaskan informasi ke masyarakat melalui RT/RW tetntang 

pembentukan KPPS. Aspek keempat, struktur birokrasi khususnya pembagian 

kewenangan sudah sesuai dengan rehulasi yang ada, namun koordinasi dan sinergitas 

antar KPU Kota Gorontalo sebagai pengambil keputusan dan PPS sebagai pelaksna 

kebijakan masih kurang optimal. PPS yang diberikan kewenangan dalam 

melaksanakan proses seleksi KPPS tidak diberikan pembekalan melalui bimbingan 

teknis. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di uraikan di atas, maka 

saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada tataran perencanaan pembahasan rencana kerja anggaran khusus untuk 

pembentukan KPPS sebaiknya melibatkan para mantan PPS agar alokasi 

anggarannya lebih memadai dan proporsional. Disamping itu kompensasi 

honorarium KPPS lebih disesuaikan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. 

2. Soisalisasi pembentukan KPPS hendaknya dilakukan secara lebih membuming 

dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda dan RT/RW. 

3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada PPS agar dapat memberikan pemahaman 

yang sama terkait proses seleksi KPPS 

4. Persyaratan dokumen calon KPPS hendaknya tidak disamakan dengan persyaratan 

calon PPK dan PPS 

5. Jadwal dan tahapan pembentukan KPPS hendaknya dilaksanakan paling lambat 2 

(dua) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

6. Koordinasi dan monitoring hendaknya dilakukan secara rutin agar permaslahan yang 

terjadi dilapangan oleh PPS dapat segera diatasi dengan berbagai alternative solusi. 
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